PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2012/PA. Pare
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama. telah menetapkan putusan atas perkara cerai
talak yang diajukan oleh:

Mangsi Abbas bin Abbas Lewa, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan.
PT. PLN Parepare. pendidikan terakhir SLTA. bertempat kediaman di Jalan A.
Mappanguiu RT.001, RW. 007, No. 11 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan
Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon konvensi/ tergugat
rekonvensi.

melawan
Blandina. S.Pdi binti Y. Paluttu. umur 47 tahun. agama Islam. pekeriaan PNS
(Guru SD 73 Parepare), pendidikan terakhir S1, bertempat
kediaman di Jalan BTN Sao Asri Blok E2 No. 06 Kelurahan
Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare selaniutnva disebut
termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelaiari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dan

termohon konvensi/ penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA
Menimbang. bahwa pemohon dalam surat permohonannva tertanggal. 2

Nopember 2012, yang terdafiar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan
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Nomor 382/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal, 2 Nopember 20 zangﬁm
dalil-dalil sebagai berikut: -

i. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, pemohon dengan termohon
melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Ujung. Kota Parepare.
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/13/X1I/2011, tertanggal 12
Desember 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami
isteri dengan bertempat tinggal di rumah termohon di BTN Sao Asri Lapadde
selama 8 bulan namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berialan rukun dan
baik, tetapi sejak pada bulan Maret, tahun 2012 antara pemohon dengan termohon
sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan
pemohon dengan Termohon pada akhirnva meniadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena
termohon tidak terbuka kepada pemohon masalah keuangan sehingga pemohon

merasa tidak dihargai sebagai suami termohon

wn

Bahwa pada bulan Juli tahun 2012, antara pemohon dan termohon terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena ketika pemohon membelikan termohon
kalung 20 gram. termohon menjual kalung tersebut tanpa sepengetahuan
pemohon dan termohon membelikan motor dan pertengahan buian Agustus 2012
pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan kembali kerumah masing-
masing.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lebih lamanya, yang
mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada

keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang
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bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi

perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan menjatuhkan putusan vang amarnya berbunyi:

Primer:

[—

Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Memberi izin pemohon untuk meniatuhkan Talak Satu terhadap termohon.

[9%]

Membebankan biaya perkara menurut hukum.
Subsider:
Atau apabila pengadilan berpendapat lain. mohon putusan vang seadil—- adilnva.

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di
persidangan selaniutnva maielis hakim menasehati pemohon dan termohon untuk
rukun akan tetapi tidak berhasii kemudian majelis memerintahkan pemohon dan
termohon untuk menempuh proses mediasi melalui mediator dari hakim Pengadilan
Agama Parepare Drs. H. Gunawan. M.H.:

Bahwa, setelah melaiui proses mediasi (ersebut ternyata pemohon dan
termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pemohon tetap teguh pada
pendiriannva untuk bercerai dengan termohon. maka pemeriksaan perkara dilaniutkan
dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan pemohon
dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut. termohon
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa poin 1 dalil permohon pemohon adalah benar;

e Bahwa noin 2 dalil permohnoan nemohon tidak benar. yvang benar
adalah 5 bulan di BTN Sao Asri dan selebihnya di rumah pemohon;

e Bahwa poin 3 dalil permohonan pemohon pada tidak ada pertengkaran

hanva saia termohon pernah bertanva kepada pemohon mengenai SMS
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sayang

kepada pemohon kemudian pemohon langsung fah-marah dan
peristiwa tersebut terjadi pada Mei 2012 bukan Maret 2012;

Bahwa poin 4 dalil permohonan pemohon tidak benar;

Bahwa henar ada kalung emas dibelikan nemohon imtuk termohon lalu
cmas tersebut termohon jual untuk membeli sepeda motor tetapi
pemohon pada waktu itu tidak keberatan;

Bahwa nemohon dan termohon henar telah berpisah tempat tingoal
akan tetapi bukan pada Agustus 2012 sebagaimana dalam dalil
permohonan pemohon melainkan pada September 2012;

Bahwa pada dasarnya termohon tidak herkeheratan dengan perceraian

yang diajukan oleh pemohon;

Bahwa bersama dengan jawaban lisan tersebut di atas, termohon mengajukan

gugatan rekonvensi terhadap pemohon sebagai berikut:

1.
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Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama lima
bulan lamanya dan selama itu penggugat hanya menggunakan uang
ntk kebutuhan rumah tangga vang diambil dari ATM tergugat seimlah
Rp 1.G60.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa meskipun ATM terggat diserahkan kepada penggugat tetapi
penggugat tidak mau mengambil isi ATM tersebut tanpa persetujuan
tergugat;

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dari terggat besarnya uang yang
diserahkan kepada penggugat maka penggugat menuntut nafkah
lampau sejak perkawinan penggugat sampai dengan terjadinya pisah
tempat tinggal yaitu selama satu tahun sebesar Rp 2.000.000,- x 12

bulan= Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah):
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4. Bahwa selain gugatan nafkah lampau terse Qg&(’%éafs agai istri
vang akan diceraikan patut mendapatkan nafkah #rsclama 3 bulan
sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga

berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang mut’ah sebesar

Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut penggugat mohon kepada majelis hakim agar
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum tergugat untuk memberikan penggugat nafkah lampau
sebesar Rp 2.000.000 x 12 bulan = Rp 24.000.000

2. Menghukum tergugat untuk memberikan penggugat nafkah iddah

sebesar Rp 2.000.000 x 3 bulan = Rp 6.000.000
3. Menghukum tergugat untuk memberikan penggugat mut’ah sebesar
Rp 2.000.000.
Bahwa terhadap jawaban termohon dan gugatan rekonvensi. pemohon
mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya jawaban termohon terhadap dalil permohonan pemohon
seluruhnva benar:

2. Terhadap gugatan rekonvensi penggugat untuk nafkah lampau,
tergugat tidak dapat memenuhinya karena telah menyerahkan ATM
tergugat kepada penggugat seutuhnva untuk digunakan membiavai
kebutuhan rumah tangga;

3. Terhadap gugatan rekonvensi penggugat untuk nafkah iddah, tergugat
hanva dapat memenuhinva Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000:

4. Terhadap gugatan rekonvensi penggugat untuk mut’ah, tergugat setuju
dengan nominal yang diminta penggugat yaitu Rp 2.000.000;

5. Semua gugatan rekonvensi tersebut dapat tergugat penuhi dengan

Syarat penggugat mengembalikan emas tergugat yang ada pada
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penggugat yaitu emas seberat 30 gram berupa ge erat 20 gram
dan cincin 10 gram:

Bahwa terhadap replik pemohon dan jawaban tergugat rekonvensi, termohon
dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan terhadap jawaban rekonvensi
penggugat menvatakan replik sebagai berikut:

Bahwa penggugat tidak mau jika emas tersebut yang dijadikan pembayaran
nafkah lampau, iddah dan mut’ah sebab emas itu adalah pemberian suami kepada istri
dan waiar iika seorang suami memberikan emas untuk istrinva dan oleh karena itu
penggugat tetap pada gugatan rekonvenst;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, tergugat dalam duplik rekonvensi tetap
pada jawaban rekonvensi di atas:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon konvensi/
tergugat rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/13/XII/2011. tertanggal 12
Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah dibubuhi meterai secukupnya serta
distempel pos kemudian oleh ketua maielis dicocokkan dengan aslinva.
diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi-Saksi, telah disumpah menurut agamanya masing-masing:

1. Mansur bin Abbas Lewa. umur 44 tahun. vang pada pokoknva

menerangkan sebagai berikut:
e Bahwa pemohon adalah saudara kandung saksi dan termohon
adalah istri pemohon:
e Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat
tinggal sudah dua bulan lamanya;
e Rahwa nenvehah pemohon dan fermohon hernisah  adalah
perselisihan  karena termohon tidak mau memberitahukan

penghasilannya kepada pemohon selaku suami;
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¢ Bahwa pengetahuan saksi tentang nenvebab perselisihan pemohon
dan termohon berdasar cerita langsung dari pemohon begitu juga
dengan pembelian kalung emas;

* Bahwa saksi pernah menasehati nemohon untuk rukun dengan
termohon namun tidak berhasil;

2. Suarni binti Basri, umur 27 tahun, yang pada pokonya menerangkan
sebagai berikut:

e Bahwa saksi adalah menantu pemohon dan termohon adalah istri
pemohon;

® RBahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tingoal tiga
bulan lamanya;

e Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah adalah
percekcokan karena termohon tidak memberitahukan gaiinya
kepada pemohon dan pemohon tidak berniat mengambil gaji
tersebut;

e Rahwa saksi tidak nernah tahn mengenai kaling emas dan motor:

* Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk rukun dengan
termohon namun tidak berhasil;

Bahwa. sebaliknya termohon dalam menguatkan bantahannva terhadap dalil-
dalil pemohorn/ tergugat rekonvensi mengajukan alat-alat buktinya sebagai berikut:
1. Siti Atiah binti Rahman, umur 30 tahun, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan termohon karena berteman dan pemohon
adalah suami termohon;

e Bahwa nemohon dan termohon sekarang telah herpisah temnat

tinggal sudah dua buian lamanya;
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dan termohon:

® Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kalung emas;
2. Ganifi binti Watang. umur 35 tahun. vang pada pokonva menerangkan
sebagai berikut:
® Bahwa saksi teman termohon dan pemohon adalah suami termohon;
e Rahwa nemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah
selama tiga bulan;
® Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon

berpisah tempat tinggal:

* Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai kalung emas dan motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon mengajukan
kesimpulan vang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing
dan memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara
persidangan sebagai bagian vang tak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUMNYA
DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti
tersebut di atas;

Menimbang. bahwa pada hari persidangan vang telah ditetapkan, pemohon
dan termohon datang menghadap di persidangan selanjutnya sebagaimana yang
dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan Jo. Pasal 31 avat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam majelis menasehati pemohon
dan termohon untuk berdamai atau rukun namun tidak berhasil;

Menimbang. bahwa upava perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana

maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 juga
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sudah dilaksanakan pemohon dan termohon masih tidak
kesepakatan:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pemohon tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil
pada surat permohonan pemohon:

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya pemohon mengajukan
permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan sejak Maret 2012 antara
pemohon dan termohon sering teriadi perselisihan vang disebabkan termohon tidak
terbuka kepada pemohon tentang keuangan dan termohon menjual kalung emas
seberat 20 gram untuk membeli motor tanpa sepengetahuan pemohon, pemohon juga
menganggap sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan termohon

karena telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon membantah ada
pertengkaran antara pemohon dan termohon. namun hanya sebuah pertanyaan vang

membuat pemohon marah dan peristiwa tersebut terjadi pada Mei 2012 bukan pada

Maret 2012 sebagaimana yang diutarakan pemohon dalam permohonannya;

IVICIL‘UM‘UZHIS, 'U‘a’u wa L lllU’llUll da‘xmu j aw ‘a.‘t.vzumy a lllClllbmlid‘ll L’ld’li’l
permohonan pemohon yang menyatakan termohon tidak terbuka dalam masalah
keuvangan;

Menunbang, bduwa teihiadap dalll poimnvivnan peinohvn lainya Woinonon
mengakuinya secara murni;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil permohonannya pemohon
mengaiukan alat bukti surat dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti berkode P. adalah bukii auientik yang diterbitkan
oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang secara
formil dan materil dapat diiadikan sebagai alat bukti vang sah vang menunjukkan

bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, bukti tersebut
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tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengaiukan permohonan

perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam
perkara ini pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah
disebutkan di atas dan kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk
menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah
dengan nama Allah sebagaimana vang dikehendaki agama (; 53!‘4: Gl WS A8 A,
saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan, diperiksa secara terpisah (satu
persatu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan
melengkapi. maka kedua saksi tersebut telah memenubhi syarat formil sebagai saksi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi pemohon menerangkan
bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya
telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanva karena perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan termohon tidak terbuka tentang keuangan/ penghasilan
termohon padahal pemohon hanya ingin tahu dan tidak berniat mengambil

penghasilan tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata
saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka secara
materil dapat diiadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini
sebagaimana maksud Pasal 309 &.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka yang
meniadi menijadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

e pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah berpisah tempat

tinggal sampai sekarang sudah dua bulan lamanya;

e nenvebab pemohon dan termohon tidak tinggal satn rumah lagi adalah

pertengkaran karena termohon tidak terbuka mengenai keuangan atau

penghasilan yang didapat termohon;
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hadapan Mailis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan t;éfsifat menentukan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 311 Rbg pengak

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai
bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri 11 halaman
334 sebagai berikut :

4 L da gl e ol ey 3l 8

Artinya : “Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya

maka hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu” :

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawabannya termohon juga
mengakui bahwasanya termohon membenarkan adanya perpisahan tempat tinggal
akibat pertengkaran antara pemohon dan termohon serta tidak berkeberatan dengan
perceraian yang diajukan oleh pemohon dengan demikian pengakuan tersebut
menjadi alat bukti sah yang mendukung dalil permohonan pemohon dan dengan ini
pula dapat dinvatakan oleh maijelis sebagai fakta hukum:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dengan demikian harus
dinyatakan terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah yang ditandai
dengan unsur perpecahan antara keduanva vaitu pisah tempat tinggal dan hal ini
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26
Maret 1997 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak
ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang. bahwa unsur pokok tegaknva suatu bangunan rumah tangga
adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi
perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam
waktu vang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-
isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sckali, schingga

sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sedemikian rupa adalah sia-sia belaka. bahkan apabila keadaannva seperti sekarang
ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat
dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon;

Menimbang. bahwa Maielis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin
ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
Cun g la ¥ pilial aiiy amy ol g O g Bladl sl Gaa (B3N las QDY) A S
Sl s g aal, de e o sline o salu¥) Y 7 e 2 e B a7z o Ayl aal

Adlasdi g5 ol 138 g u3all

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah
diangeap goncang serta diangeap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampaj,
sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan peniara vang berkepaniangan. Ini adalah aniava vang bertentangan
dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon juga menyatakan
tekadnva untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan
perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak
ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan
termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun:

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai pula derngan dalil dari firman
Allah dalam Alquran surat Al-Bagarah ayat 229 yang berbunyi ;

[ BN TRV G U PRUIPOVIC AL Y5 B SRy W A\

Artinya : Talak (raj i/ yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk

lagi dengan cara yang ma ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik;

Menimbang. bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana
tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagamana di maksud dalam pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Disclaimer
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Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, dan berdasar atas™ m perceraian
pemohon baru satu kali. sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam
maka Majelis Hakim memutuskan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak satu raj’iy terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare,

dan oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Meuuiibaiig, valiwa peitiiivaigaii liunuiii yaig icidapal Jdalaini Koiiveiisi
sepanjang berkaitan dengan rekonvensi ini, maka merupakan bagian yang tidak

terpisahkan;

Mouunbang, Lallwa pada puRURiya pouggugal wiciiiuia hopada icigugat
untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 2.000.000 x 12
bulan = Rp 24.000.000, nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000 x 3 bulan = Rp 6.000.000

dan mut’ah berupna uang sebesar Rp 2.000.000:;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak
bersedia memberikan nafkah lampau kepada penggugat karena tergugat telah
memberikan kepercavaan kepada penggugat untuk belania keperluan rumah tangga

melalui ATM tergugat yang telah diserahkan tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah tergugat rekonvensi dalam jawaban
rekonvensinva hanva bersedia memberikan kepada penggugat rekonvensi dengan

nominal Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000;

Menimbang, bahwa tentang mut’ah berupa uang, tergugat rekonvensi dalam
iawaban rekonvensinva bersedia memberikan kepada penggugat rekonvensi dengan

nominai Rp 2.000.000;
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Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi terse
mengajukan replik vang pada pokoknva tetap pada gugatan rekonvensinva agar
tergugat dihukum memberikan nafkah fampau mulai dari pernikahan sampai dengan
terjadi pisah tempat tinggal serta tetap agar tergugat dihukum memberikan nafkah
iddah sebesar Rp 2.000.000.- x 3 bulan = Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan
mut’ah sebesa§ Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik
vang pada pokoknya menyatakan bersedia memenuhi semua tuntutan penggugat
termasuk nafkah lampau selama perkawinan sampai berpisah tempat tinggal dan
memenuhi tuntutan nafkah iddah dan mut’ah tetapi dengan syarat penggugat
mengembalikan emas berupa gelang seberat 20 gram dan cincin seberat 10 gram

kepada tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat dan jawaban
tergugat rekonvensi serta replik-dupliknya tentang nafkah lampau. iddah. dan mut’ah
dengan ini majelis mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah lampau yang dijawab oleh tergugat
penggugat membantahnya dan tidak mengaiukan dua orang saksi dan kedua saksi
penggugat secara umum tidak mengetahui mengenai permasalahan rumah tangga
penggugat dengan tergugat oleh karena itu penggugat rekonvensi dianggap tidak
dapat membuktikan dalil gugatannva tersebut. maka gugatan penggugat rekonvensi
yang menuntut nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada tergugat rekonvensi harus

ditolak;

1401 ~ .

IVicuunvaig, valiwa Letdasaikau Tasal 145 huul (V) ju. Tasal 152 Kuwpiiasi
Hukum Islam “bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia
nusyuz”, oleh karena itulah Majelis Hakim dalam perkara ini patut kiranya

menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat

rekonvensi;
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Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibeba
rekonvensi harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan
tergugat rekonvensi, karenanya kepada tergugat rekonvensi dihukum untuk

membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000;

WMeuauy, baiwa wewpetliaiikan Alyuian sutal Al-Dayaiau ayai 241 dau
berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka
bekas suami waiib memberikan mut’ah vang layak sebagai hiburan kepada bekas
istrinya baik dalam bentuk uang maupun benda, oleh karena itulah Majelis Hakim
dalam perkara ini patut kiranya menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar

mut’ah kepada penggugat rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya
mut’ah yang dibebankan kepada bekas suami harus mempertimbangkan asas
kepatutan dan kemampuan suami. karenanva sesuai dengan kemampuan tergugat
rekonvensi, maka tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mut’ah kepada

penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Moulmbaug, Udiwa  wgjclis ki Galamn  euctapkan pelcvaLan
penghukuman kepada tergugat tersebut di atas didasarkan kepada kemampuan
tergugat karena dengan pertimbangan majelis hakim penggugat telah menguasai dan
menikmati 20 gram emas vang telah diberikan tergugat pada saat masih rukun:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Muhammad Kasatalani, S.H.1., M.H.L.)
berbeda pendapat dengan dua hakim lainnya (dissenting opinion). Menurut hakim
anggota L. jawaban tergugat vang dapat memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi
terhadap biaya nafkah lampau, iddah, dan mut'ah dengan syarat penggugal
mengembalikan emas yang telah diberikan tergugat kepada penggugat yaitu emas
seberat 30 gram berupa gelang seberat 20 gram dan cincin 10 gram adalah sama

dengan apa yang dinamakan rerekonvensi dan salah satu amar putusan dalan sub-
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amar rekonvensi terhadap perkara ini adalah tidak men
rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan (syarat) Tergugat rekonvensi dalam jawabannya
adalah merupakan Rerekonvensi atau rekonvensi atas rekonvensi, hal ini dapat
dibenarkan sepaniang gugatan tersebut merupakan pelengkap dari gugatan rekonvensi
awal, seperti gugatan harta bersama, namun masih ada harta bersama yang tertinggal
yang belum disebutkan oleh Penggugat rekonvensi, kemudian disempurnakan oleh ’
Tergugat rekonvensi. Adapun tuntutan Tergugat rekonvensi dalam perkara a guo
tidak demikian halnya, melainkan tuntutan yang berdiri sendiri, hal ini dianalogikan
dengan perubahan gugatan awal dengan menambah gugatan dan merubah posita serta
petitumnva. hal ini tidak dibenarkan sesuai dengan pasal 127 Rv yang berbunyi
sebagai berikut: Perubahan dari pada gugatan diboiehkan sepanjang pemeriksaan
perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “onderwerp van den eis“( petitum,
pokok tuntutan). Pengertian dari pada onderwerp van den eis di sini termasuk
peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa apa (syarat pengembalian) yang dituntut oleh Tergugat
rekonvensi dalam rerekonvensi. dapat diajukan tersendiri sebagai gugatan baru. dalam
hal ini gugatan harta bersama.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang teiah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan. peraturan perundang-undangan vang berlaku dan ketentuan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENGADILI
DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Mengizinkan pemohon Mangsi Abbas bin Lewa untuk mengikrarkan talak
satu raj’iy terhadap termohon Blandina, S.Pd.I binti Y. Paluttu di depan
sidang Pengadilan Agama Parepare;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.-
(tiga juta rupiah) kepada penggugat rekonvensi;

3. Menghukum tergugat untuk membayar mut’ah kepada penggugat rekonvensi
berupa uang sebesar Ro 2.000.000.- (dua juta rupiah):

4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh

enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan
dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1434 Hijrivah. oleh Dra. Siarah. M.H. sebagai Hakim
Ketua, Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.. dan Rusni, S.H.I., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang
dinvatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Maielis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Mansur, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta

dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota. Hakim Ketua.
ud. ted.
Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.L Dra. Siarah, M.H.
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Hakim Anggota,
ttd.
Rusni, S.H.I.
Panitera Sidang.
ttd.
Drs. H. Mansur, S.H.
Perincian biava :
1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. ATK :Rp. 50.000.-
3. Panggiian : Rp. 375.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Meterai :Rp  6.000.-
Jumiah : Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



